
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN

NOMOR : AHU-068885.AH.01.30.Tahun 2025

PT SENTRAL NEWS INDONESIA

Berkedudukan di NAGEKEO

telah terdaftar sebagai badan hukum dan tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal 
Administrasi Hukum Umum. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Jakarta, 10 Desember 2025

a.n. Menteri Hukum,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum



1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab
Pelaku	Usaha.

2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.
3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.
4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA
PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
NOMOR	INDUK	BERUSAHA:	2112250006455

Berdasarkan	Undang-Undang	Nomor	6	Tahun	2023	tentang	Penetapan	Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	2
Tahun	 2022	 tentang	 Cipta	 Kerja	 Menjadi	 Undang-Undang,	 Pemerintah	 Republik	 Indonesia	 menerbitkan	 Nomor	 Induk	 Berusaha
(NIB)	kepada:

1. Nama	Pelaku	Usaha : SADARUDIN	P.	M
2. Nomor	Pokok	Wajib	Pajak : 5316012109770002
3. Alamat	Kantor : MARAPOKOT,	RT/RW	005/000.	KEC.	AESESA.	KAB.	NAGEKEO.

FLORES-NTT,	,	Desa/Kelurahan	Marapokot,	Kec.	Aesesa,	Kab.	Nagekeo,
Provinsi	Nusa	Tenggara	Timur

No	Telepon :
Email : psadarudin@gmail.com

4. Kode	Klasifikasi	Baku	Lapangan	Usaha	Indonesia
(KBLI)

: Lihat	Lampiran

5. Skala	Kegiatan	Usaha : Usaha	Mikro

NIB	ini	berlaku	sebagai:	

1.	 Identitas	 berupa	 hak	 akses	 kepabeanan;	 pendaftaran	 kepesertaan	 jaminan	 sosial	 kesehatan	 dan	 jaminan	 sosial
ketenagakerjaan;	dan	bukti	pemenuhan	laporan	pertama	kewajiban	Lapor	Ketenagakerjaan	di	Perusahaan	(WLKP)	di	seluruh
wilayah	Republik	Indonesia;	dan

2.	 NIB	ini	merupakan	perizinan	tunggal	yang	berlaku	sebagai:
a.	 Persetujuan	penggunaan	 tanda	Standar	Nasional	 Indonesia	(SNI)	sesuai	dengan	ketentuan	dalam	Pernyataan	Mandiri

Pemenuhan	SNI*)	dan	pelaku	usaha	akan	memperoleh	pembinaan	dari	Pemerintah	Pusat	dan	Pemerintah	Daerah
sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan.

3.	 Identitas	bagi	Pelaku	Usaha	dan	bukti	registrasi/pendaftaran	Pelaku	Usaha	untuk	melakukan	kegiatan	usaha	sesuai	ketentuan
peraturan	perundang-undangan.

Identitas	bagi	Pelaku	Usaha	dan	bukti	 registrasi/pendaftaran	Pelaku	Usaha	untuk	melakukan	kegiatan	usaha	sesuai	ketentuan
peraturan	perundang-undangan.

Diterbitkan	di	Jakarta,	tanggal:	21	Desember	2025

Menteri	Investasi	dan	Hilirisasi/
Kepala	Badan	Koordinasi	Penanaman	Modal,

Ditandatangani	secara	elektronik


	bfd945835941f0b233e192ac15d8feee30fb6f2ce3b7478d08c4035729199fce.pdf
	ac4e7c141cfa3a54d8794f02e66a745125666dbdc4108c8e8344a029cbf8151c.pdf
	35cee78b3c5b8455fc583be7f26b309d1c41071f5b01874eddf5693cd1b74faa.pdf
	8372f297813abe17a9c1d1d592de54953c9f71682306fd1986d274e34e85cd0a.pdf
	655f3bb574b84c4465da5ca5896eca38f774d53615501e11ce2a32372fd00ed0.pdf




